PEMEHINT;H KABUPATEN KEPAHIANG PRovinél BENGKULU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

Jalan Bhakti Husada No. 06 Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

No. Dokumen : a- l

Tgl Penetapan @ 3 =1~ et

Tgl Revisi |-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SURVEY PERIZINAN KESEHATAN

Tanggal Efektif - —

Mo Halaman

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; . — i
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sttanda;r p“'““";“_“ ta:';;gf;:l:dargn
3. Undang — Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit h::nsau anﬁa;ﬁﬁ erjaa Kepu

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan doeitdere

5  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tahun 2011 Tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, PENCATATAN/ PENDATAAAN:

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/11l/2010 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik; : ¢ - , _

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor. HK 02.02/Menkes/148/1/2010/ tentang Izin dan | 1. Diproses dengan Kajian Tim Teknis

Penyelenggaraan Praktik Perawat,

2 Rekomendasiflzin ditandatangan oleh

8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Klinik; Sekretaris atau Kepala Bidang Yyang
9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit membidangi dan Kepala Dinas Kesehatan
10, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas; ' Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor. BB8/Menkes/Per'V/2011 tentang Registrasi, |zin Praktik, 3. Alur dan Mekanisme Perizinan terlampir
lzin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,
12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor @ Tahun 2017 Tentang Apotek;
13, Peraturan Menteri Kesehatan Momor 28 Tahun 2017 Tentang lzin dan Penyelenggaraan Pratik Bidan [
14. Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No. 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Bidang Kesehatan
15 Peraturan Bupati Kepahiang No. 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dalam rangka
penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
PERINGATAN : '
"1, Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan
2 |zin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampalkan laporan kepada instansi penerbit izin secara
| berkala.
: : PERALATAN/ |
I ] _ PERSYARATAN KETERKAITAN | QUTPUT BIAYA WAKTU PERLENGKAPAN
1. Surat Permohenan dari DPMPTSP untuk melakukan Survey dan Rekemondasi Perizinan . DPMPTSF, Tim | Laporan Hasil Tanpa Biaya & {(Enam) hari | Komputer ATH,
2 Fotocopi Berkas Permohonan Izin Praktik atau lzin Sarana kesehatan Perizinan yang ielah | Survey, Berita | Kerja terhitung | Papan LJK, Surat
3 Disposisi dari Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang di berikan SK | Acara dan sejak  berkas | Tugas dan SPPD,
4 Surat Tugas dari Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang | Rekomendasi lengkap Instrumen Survey |
L = ! Perizinan |
' JUI OLEH -
LASL INAS KESEHATAN
| FENEPAHIANG
|
N, SKM, M.Si




PROSEDUR SURVEY PERIZINAN KESEHATAN

PROSEDUR/
LANGKAH-LANGKAH

PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
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DPM
PTSP

Unit
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Petugas
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Surat

Tim
Perizinan

Kepala
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SDMK,
Regdit

Yankes dan
SDK

Kepala
Dinas

1. DPMPTS Mengirim Surat
Permohonan Rekomendasi ke Dinkes
Petugas Administrasi Surat menulis di
buku agenda Masuk dan Membuat

__Lembar Disposisi

O

2. Kepala Dinas Menulis Disposisi untuk
Kabid dan Kepala Bidang membuat
disposi ke Kasi

=

3. Kepala Seksi menunjuk Tim
Perizinan untuk melakukan Survey

4 Tim Perizinan menghubungi
Pemohon untuk kesepakstan jadwal
survey

5 Pembuatan Surat Tugas

&. Tim Perizinan Menyiapkan
perlengkapan survey (Surat Tugas,
SPPD, Berita Acara, Infrumen
Survey, ATK, dil)

7. Tim Survey Melakukan Survey Ke
Tempat Sarana Kesehatan atau
Tempat Praktik

8. Tim Suvey Rapat Untuk Memutuskan
di Bila di memenuhi syarat maka
tandatangan Berita Acara hasil survei
atau Bila tidak meminta Pemohon
melakukan Perbaikan

8. Penanda Tanganan Surat
Rekomendasi

4

10. Penomoran Surat dan Pengiriman
Surat Rekomendasi dilampir Berita
Acara Hasil Survey ke DPMPTSP




